
ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga honorer 

berdasarkan Hukum Kepegawaian di Indonesia  dan bagaimana implementasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai 

Negeri Sipil di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi. Penelitian ini 

merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang difokuskan untuk meneliti 

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer 

di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi, objek penelitian ini adalah hukum 

positif yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 

tentang Pengangkatan Tenaga Honorer di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi 

Jambi berdasarkan penelitian hukum terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Dinas 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi. Metode penelitian ini ialah deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan 3 (duatiga) jenis data yaitu: data 

primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Implementasi PP No. 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga 

honorer menjadi CPNS belum maksimal, minimnya komunikasi antar instansi pemerintahan, serta 

tidak adanya upaya dari Dinas Koperasi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam mengatasi 

kendala – kendala yang dihadapi. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara menjadikan kedudukan dan perlindungan hukum terhadap tenaga honorer 

menjadi semakin tidak jelas terutama berkaitan dengan sistem gaji, proses rekrutmen dan kejelasan 

status. Dalam hal ini tenaga honorera mengalami ketidakpastian secara hukum. 
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